
 

 

 

 
 
 

  WALIKOTA PANGKALPINANG  

 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara termasuk perempuan dan 

anak berhak untuk bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat 

manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan 

bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

b. bahwa tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, 

dan penelantaran perempuan dan anak di Kota 

Pangkalpinang dari tahun ke tahun semakin 

meningkat sehingga menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang untuk 

menjamin perlindungan, pemenuhan, penghormatan, 

dan memajukan hak-hak anak di Kota Pangkalpinang; 

 



c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tidak sesuai 

lagi dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga perlu 

diubah; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat 

Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan 

Daerah Tingkat I Sumetera Selatan sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan  Anak  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun   2002    Nomor  165,   Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan  Anak menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5946); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4419);  

 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 44); 

 

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang 

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 

Nomor 02, Seri D Nomor 01); 

 

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

dan 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 6 

TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 

 

       Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 

Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 06) 

diubah sebagai berikut: 

 



1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 5 dan angka 6 Pasal 1 

diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka, yaitu angka 21 

sampai dengan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

 
 Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
 

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang. 
  

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah otonom.  

 

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.  
 
 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah Kota Pangkalpinang yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 

5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu 

Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

 
 

6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A 

merupakan salah satu penyedia layanan terhadap 

korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

 

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk yang ada dalam kandungan. 

 

8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin 

perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai 

perempuan. 

9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. 

 

10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan 

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang 



dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga 

sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak 

lainnya baik sementara maupun berdasarkan 

penetapan pengadilan. 

 

11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat 

atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan 

penderitaan baik fisik, seksual, psikologi termasuk 

penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan 

atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

wenang, termasuk perdagangan manusia baik yang 

terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan 

pribadi. 

 

12. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 

berat.  

 

13. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya 

diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 

tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada 

seseorang. 

 

14. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang 

berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan 

seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai 

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau 

tujuan tertentu.  

 

15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami 

kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung 

maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. 

 

16. Petugas Penyelenggara pemulihan adalah tenaga 

kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 

dan/atau pembimbing rohani.  

 

17. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang 

digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap 

korban sesuai dengan standar operasional yang 

ditentukan.  

 
 



 

 

 

18. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, 

organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. 

 

19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 

terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, 

atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau 

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke 

bawah sampai dengan derajat ke tiga. 

 

20. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat 

(cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu 

dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir 

dan sebagainya). yang hidup dan makan dari satu 

dapur serta menetap dalam satu rumah. 

 

21. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau 

ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu 

angkat.  

 

22. Pendampingan adalah segala tindakan berupa 

konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan 

rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam 

rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi. 

 

23. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk 

penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga 

agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. 

 

24. Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan 

yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada 

korban kekerasan dalam rumah tangga. 

 

25. Kerja Sama adalah cara yang sistematis dan terpadu 

antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan 

pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan 

dalam rumah tangga. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

       Pasal 7 

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya 

kekerasan, dalam bentuk: 

a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan 

dan anak korban kekerasan; 

b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap 

perempuan dan anak tanpa membedakan suku, agama, 

ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa; 

c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak 

korban kekerasan; 

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan  penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak korban kekerasan; dan 

e. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, 

keluarga dan teman korban.   

 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

    Pasal 10 

(1) Masyarakat wajib dan bertanggung jawab dalam 

membantu upaya penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak korban kekerasan melalui upaya: 

a. pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan 

dan anak; 

b. perlindungan dan dukungan moril atau materiil 

kepada korban; dan 

c. pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya 

tindak kekerasan. 

 

 



 

 

(2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilakukan dengan cara: 

a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, 

pelecehan terhadap perempuan dan anak; 

b. mencegah anak dari kegiatan yang dapat 

mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik 

fisik, mental dan moral. 

(3) Upaya Perlindungan dan dukungan moril atau materiil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 

dengan cara: 

a. turut bersama-sama memberikan perlindungan dan 

kenyamanan terhadap perempuan dan anak; 

b. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan 

sektor informal; dan 

c. memberikan bantuan layanan psikologis. 

(4) Pengawasan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: 

a. tidak bekerja pada malam hari bagi anak; 

b. mengawasi pekerja anak tidak boleh bekerja lebih 

dari 3 jam; dan 

c. memberikan laporan apa yang terjadi kepada 

instansi terkait yang menangani kekerasan 

perempuan dan anak. 

(5) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan melibatkan perseorangan, keluarga, lembaga 

organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi profesi, dan badan usaha. 

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

               Pasal 10A 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
 



a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi 

anak; 

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya; 

c. meminimalisir terjadinya perkawinan pada usia 

anak; dan 

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman 

nilai budi pekerti pada anak. 

 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui 

keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, 

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 Pasal 11 

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan 

perempuan dan anak dilakukan oleh Perangkat Daerah 

Kota yang menangani Perempuan dan Anak sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

berupa pemberian pedoman yang mencakup teknis 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. 

 

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

     Pasal 13 

(1) P2TP2A merupakan salah satu penyedia layanan 

perlindungan terhadap korban kekerasan. 

 

(2) P2TP2A terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Kepolisian 

Republik Indonesia setempat, kesehatan, pengacara, 

psikolog, agama, pendidikan/akademisi, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Kota 



Pangkalpinang, Rehabilitasi Sosial dan Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

 

7. BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

      BAB IX 

  PENYELENGGARAAN PEMULIHAN 

 

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

     Pasal 19 

(1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah 

daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas 

yang diperlukan untuk pemulihan korban. 

 

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. ruang pelayanan khusus dijajaran kepolisian; 

b. tenaga yang ahli dan profesional; 

c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan 

d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan. 
 

(3) Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi: 

a. pelayanan kesehatan; 

b. pendampingan korban; 

c. konseling; 

d. bimbingan rohani; dan  

e. resosialisasi.  

(4) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga 

kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 

dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan 

konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna 

penguatan dan pemulihan diri korban. 

 

 



 

 

9. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni 

BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

    BAB IXA 

            KERJA SAMA  
 

10. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 19A dan Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

    Pasal 19A 

(1)  Dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Daerah 

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan P2TP2A. 

(2) Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah 

dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi konsultasi, koordinasi, dan pelaporan. 

(3) Koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan 

pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak. 

(4) Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah 

dengan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi 

sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan 

perlindungan anak, penyiapan fasilitas rumah aman 

atau tempat alternatif bagi korban, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan.  

 

    Pasal 19B 

(1) Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 

dan pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama 

dalam melaksanakan pemulihan korban. 



 

(2) Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain 

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang. 

 
Ditetapkan di  Pangkalpinang 
pada tanggal   4 Juni  2018        

       
Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 
 

   dto 

 
 

ASYRAF SURYADIN 
 

 
Diundangkan di  Pangkalpinang 

pada tanggal   4 Juni  2018                        
 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PANGKALPINANG, 
 

 
           dto 

 
 

RADMIDA DAWAM 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 6 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN 
BANGKA BELITUNG (1.6/2018)   

 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 


